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KATA PENGANTAR
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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan
taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi ini yang
berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum
Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)”dapat diselesaikan dengan baik.
Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW
sebagai rahmatan li al-'alaimin yang telah membawa umat manusia dari kesesatan
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tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Sehingga menciptakan
suasana yang aman dan tentram bagi warga Negara Indonesia.
Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas
akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta
mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku
perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat
pada umumnya. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis
menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:
v1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan dan para Wakil
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.
3. Bapak Dr. Hamzah Hasan., M.Hi., selaku pembimbing I dan Bapak
Ashabul Kahfi selaku pembimbing II skripsi ini. Terima kasih penulis
haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Beliau
beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam
menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
4. Ibu Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum,
serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu sehingga
penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengamalkan
ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan
dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Amin.
6. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang saya hormati dan tercinta Bapak
HM. Kafrawi, S.Ag, M.Pd dan Ibu Hj. Nurhana Sa’ad, S.Ag. Terima kasih
penulis haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai,
memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan
dukungan baik secara materiil maupun spiritual sampai terselesaikannya
skripsi ini dengan baik.
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orang tua saya yang selama ini mendoakan penulis. Semoga Allah swt.,
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8. Semua sahabatku jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012, Khususnya Ilmu
Hukum 5,6 dan 7 yang telah membantu selama perkuliahan sampai
sekarang ini, yang namanya tak sempat saya sebutkan satu demi satu. Serta
seman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2012 yang
telah membantu, memberikan semangat kepada penulis. dan
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa,
menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena
kesempurnaan hanyalah milik Allah swt., semata. Oleh karena itu, dengan penuh
kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan
skripsi ini.
Semoga Allah swt., melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua
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xTRANSLITERASI  DAN  SINGKATAN
1. Konsonan
 = B  = s  = k
 = T  = sy  = l
 = s\  = s}  = m
 = J  = d}  = n
 = h}  = t}  = w
 = Kh  = z}  = h
 = D  = ‘a  = y
 = z\  = g
 = R  = f
 = Z  = q
Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 ْﻮَـھ َل : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a
kasrah i i
d}ammah u u
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya ai a dan i َْﻰـ
fath}ah dan wau au a dan u َْﻮـ
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Contoh:
َﺎـﻣ َت : ma>ta
Contoh:
ﻰـَﻣَر : rama>
 َﻞـْﯿِـﻗ : qi>la
 ُْﻮـﻤَـﯾ ُت : yamu>tu
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﻷا ِلَﺎﻔْط : raud}ah al-at}fa>l
NamaHarkat dan
Huruf
fath}ah
dan alif
atau ya
َ ...اَ ... |ى
kasrah dan
ya

d}ammah
dan wau

Huruf dan
Tanda
a>
i>
u>
Nama
a dan garis di
atas
i dan garis di
atas
u dan garis di
atas
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 : al-madi>nah al-fa>d}ilah
 : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana>
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjai>na>
 : al-h}aqq
 : al-h}ajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh:
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contohnya:
 : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 : al-zalzalah (az-zalzalah)
 : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:
 َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ : ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
أ ُت : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
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transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-qur’a>n), Sunnah, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ُْﻦـﯾِد ِﷲ di>nulla>h  ِِﺎﺑ ِﷲ billa>h
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz}
al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ْﻢ ِْﻲﻓ َﻤْـــﺣَر ِﺔ ِﷲ hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
Abu>> Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li>
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:
1. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r
H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)
xvii
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
r.a. = rad}iyalla>hu 'anhu/'anhum
H = Hijrah
SH = Sebelum Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
w. = Wafat tahun
l. =  Lahir tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4
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ABSTRAK
Nama : Try Sa’adurrahman
Nim : 10500112122
Fak/Jur : Syari’ah & Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)
Skripsi ini berjudul Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional) yang bertujuan untuk 1)
Menjelaskan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam pidana Islam. 2) Menjelaskan
tindak pidana pembunuhan sengaja dalam pidana nasional. 3) Menjelaskan analisis
perbandingan tindak pidana Islam dan tindak pidana nasional tentang pembunuhan
sengaja.
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis dan
pendekatan syar’i, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum
primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong library research, data
dikumpulkan dengan mengutip, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi
(content analysis) terhadap literatur yang refresentatif dan mempunyai relevansi
dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.
Setelah membahas tentang tindak pidana pembunuhan sengaja berdasarkan
hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional yang meliputi pengertian tindak
pidana pembunuhan sengaja, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan sengaja, dan
sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja. Penulis menemukan,
Hukum pidana Islam menjungjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan
memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban
sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku
pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati
didasarkan pada etekad baik keluarga korban. Sedangkan Hukum pidana nasional
menjungjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa
keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan dari
pihak keluarga korban.
Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan aturan-aturan hukum yang
diterapkan dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, disisi lain sangat diharapkan
kepada para pakar ahli hukum untuk memikirkan kembali atas aturan-aturan hukum
yang diterapkan di Indonesia sekiranya untuk mengambil benang merah dari hukum
yang diterapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional,
sehingga aturan yang diterapkan di Indonesia khususnya dalam kasus pembunuhan
dengan sengaja akan lebih efektif lagi dalam mengurangi serta meniadakan kasus
pembunuhan sengaja. Sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kenyamanan
setiap warga negara Indonesia.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar  Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga setiap kegiatan
manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan
peraturan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan
aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya.
Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya,
hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan
lingkungannya serta mengatur hubungan antar manusia dengan negaranya. Agar
supaya segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan tentram. Oleh karena itu, tujuan
hukum adalah untuk mencapai suatu kedamaian dengan mewujudkan kepastian,
kemanfaatan dan keadilan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum adanya
perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus
dilaksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat
mengharapkan hukum ditegaskan dengan sebijaksana mungkin dan tidak boleh
memihak pada siapapun.
Sekarang ini pembunuhan terjadi dimana-mana dikalangan mahasiswa seperti
dua kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Mahasiswa Islam (UMI) di Makassar
sampai saat ini belum terungkap. Kedua kasus itu yakni pembunuhan yang
menewaskan Andi Fadhil Arkam berumur 19 tahun, di Jl Talasalapang, Kecamatan
Rappocini, Makassar, Jumat (26/12/2014). Kasus kedua adalah pembunuhan yang
2terjadi di Jl Paccerakkang Mangga Tiga, kecamatan Biringkanaya Makassar, Kamis
(19/3/2015) sore beberapa hari lalu. Korbanya juga adalah mahasiswa dari kampus
yang sama, atas nama Iman Rahmat Taufik berumur 21 tahun. Almarhum mengalami
luka sabetan parang dibagian dua lengan tanganya.1
Kasus lainnya seperti pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Kapolres
Kabupaten Wajo (Sengkang) Provinsi Sulawesi Selatan, Ajun Komisaris Besar
Guntur mengungkapkan, pembunuh Maisy Anglia Putri berumur 19 tahun, warga Jl
Kayangan, Kelurahan Butto, Kacamatan Lalabata, Syamsuddin alias Unding berumur
45 tahun, warga Kabupaten Wajo (Sengkang). Maisy Anglia Putri merupakan anak
kandung tersangka, Syamsuddin alias Unding. "Benar bahwa tersangka merupakan
orang tua korban sendiri. Polisi berhasil meringkusnya dalam waktu kurang lima
jam," kata Guntur, Selasa (18/8/2015) malam. Mantan Kapolres Palopo ini
menambahkan, sejak adanya info penemuan mayat di samping Taman Makam
Pahlawan Empange, Jl Andi Pallajareng, pihaknya langsung memerintahkan anggota
Reskrim Polres Wajo (Sengkang) melakukan penyelidikan dan alhasil tersangka
ditangkap."Tersangka ditangkap di Watampone dirumah rekannya," kata Guntur.
Mantan Kaden C Pelopor Polda Sulawesi Selatan ini menjelaskan motif awal
pembunuhan terhadap korban hanya sepele yakni tersangka kesal dengan anaknya
karena menyalakan TV dengan suara tinggi alias volume keras. Persoalan sepele, ke
dua bertengkar karena korban menyalahkan TV dengan volume keras," ungkap
Guntur. Guntur menjelaskan, tersangka pada malamnya menegur korban. Hanya saja,
korban membanting remot TV kemudian meninggalkan rumahnya."Tersangka
1http://makassar.tribunnews.com/2015/03/24/dua-kasus-pembunuhan-mahasiswa-umi-belu-
terungkap, diakses pada Pukul 08.06 WITA 08 April 2016.
3mengejar korban sampai ke TKP. Tersangka kemudian menampar korban, korban
melawan sehingga tersangka mencekik leher korban hingga tewas,"2
Dari beberapa kasus pembunuhan di atas maka perlu adanya pembaharuan
hukum di Indonesia dengan menggunakan hukum pidana Islam. Maksud dengan
menggunakan hukum pidana Islam disini yakni menggabungkan antara hukum pidana
nasional dengan hukum pidana Islam. Karena hukum pidana Islam ini adalah suatu
aturan-aturan hukum yang di buat oleh  Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Adil
di dalam mempertimbangkan suatu hukum. Berbeda dengan aturan-aturan hukum di
Indonesia yang di buat oleh manusia yang sudah pasti ada benarnya dan
kekeliruannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu tidak lepas dari
kekhilafan.
Zainuddin Ali, hukum pidana Islam merupakan syari’at Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.3
Syari’at Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap
manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari’at, yaitu
menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri
maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban
memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk
kemaslahatan dirinya dan orang lain.4
2 http://makassar.tribunnews.com/2015/08/19/polisi-tangkap-pembunuh-gadis-cantik-di-wajo,
diakses pada pukul 08.37 WITA 08 April 2016.
3 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),  h. 1.
4 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 1.
4Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana
pembunuhan ini harus  menggunakan hukum pidana Islam. Sebagaimana yang tertulis
dalam QS al-Baqarah/2: 178.
                    
                       
                   
      
Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”5
Ayat di atas telah dijelaskan tentang hukum kisas. Kisas secara terminologi
yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti
tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam
Al-Mu’jam Al-Wasit, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada
pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa
dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian,
nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil quran, 2012), h.
43.
5korban atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya
korban.6
Jadi, dari ayat tersebut jikalau ditafsirkan berdasarkan logika yang perlu untuk
dipertimbangkan didalam menerapkan aturan-aturan hukum dengan menggunakan
hukum kisas, khususnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang di atur
dalam hukum pidana nasional. Sebagaimana yang diketahui aturan-aturan hukum
yang dibuat oleh manusia itu ada benarnya dan juga ada kekeliruannya, berbeda
dengan aturan-aturan hukum yang di buat oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha
Bijaksana, maka sudah pastilah aturan-aturan hukum yang dibuat pasti benar dan
tidak diragukan kebenarannya. Maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul
skripsi tentang “Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)”. Sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar sarjana hukum.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diajukan pokok permasalahan yang
dirumuskan penulis adalah “Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis
Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)”. Dari pokok masalah
tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
pembunuhan sengaja?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana
pembunuhan sengaja?
6 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 4-5.
63. Bagaimana analisis komparatif tindak pidana pembunuhan sengaja
berdasarkan pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?
C. Pengertian Judul
Skripsi ini berjudul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA
(ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
NASIONAL)”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas,
penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul
skripsi ini:
1. Tindak Pidana
Tindak  pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang
siapa melanggar tersebut.7
Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar
feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi
strafbaar feit. Andi Zainal Abidin adalah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang
tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun
alasannya sebagai berikut:
Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat
dijatuhi pidana. Sedangkan ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata
benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata
sifat, misalnya kejehatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.8
7 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h 58.
8 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) h. 96-97.
7Istilah Strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan
secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa
sesungguhnya harus dirumuskan feit terzake van hetwelk een person strafbaar is yang
berarti peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah kriminal
act lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.
Terjemahan istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan
berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya,
menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam
dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan
dengan kesatahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.9
2. Pembunuhan
Menurut Zainuddin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan
oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau
beberapa orang yang meninggal dunia.10
Abu Malik Kamal, dalam kitab shahih fiqhi sunnahnya. Pembunuhan adalah
tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya
nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya.11
Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan adalah suatu perampasan atau
penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak
9 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 96-97.
10 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,  h. 24.
11 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424
H/2003), h. 280.
8berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasa
korban.12
3. Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari
Al-qur’an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan
kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan
perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur’an dan hadits.13
Hukum pidana Islam merupakan syari’at Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari’at
Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia
untuk melaksanaknnya. Konsep kewajiban asasi syari’at, yaitu menempatkan Allah
sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada
orang lain. Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah
satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual)
tentang syari’at sesuat, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum
bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya
putusan dari pengadilan.14
12 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013),
h. 273.
13 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,  h. 1.
14 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,  h. 1.
94. Hukum Pidana Nasional
Menurut Rahman Syamsuddin, bahwa hukum pidana nasional adalah
kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau
melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur
didalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.15
Adapun hukum pidana tersebut dibagi atas dua hukum pidana. Yakni hukum
pidana materiil dan formil. Selanjutnya Van Bammelen menjelaskan hal tersebut
sebagai berikut:
Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut,
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang
diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil yakni mengatur
cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang
harus diperhatikan pada kesempatan itu.16
5. Analisis Komparatif
a. Pengertian Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau
lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran
tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih
dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi peneitian komparatif adalah jenis
15 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia (Makassar: Alauddin University Press,
2014), h. 196.
16 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 196.
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penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih
dari suatu variabel tertentu.
b. Tujuan Penelitian Komparatif
Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta
dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, yakni
untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau
kerangka berpikir tentu, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang
sebaiknya dipilih, dan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat
dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali
faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.17
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tindak pidana pembunuhan
dengan sengaja (analisis komparatif hukum pidana Islam dan hukum pidana
nasional). Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut terutama
buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana II, kejahatan terhadap tubuh dan
nyawa, dasar-dasar hukum pidana dan hukum pidana Islam 1. Agar pembahasan
tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur
yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang
telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut data dirangkum isi
pokoknya sebagai berikut:
17 http://radensanopaputra.blogspot.co.id/2013/05/analisis-komparatif.html, diakses pada
Pukul 02.04 WITA 08 Maret 2016.
11
1. Mustofa Hasan, dalam bukunya Hukum Pidana Islam dimana didalam buku
ini membahas berbagai perbuatan tindak pidana khususnya kasus pembunuhan
dengan sengaja. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku tersebut, bahwa
apabila seseorang melukai orang lain dengan alat yang biasa digunakan untuk
membunuh dan dengan niat untuk menghabisi nyawa orang yang dibunuh
dengan alat itu, maka dalam hukum hukum Islam harus dikenakan sanksi
dengan hukuman kisas.
2. M. Nurul Irfan, dalam bukunya mengenai fiqhi Jinayah dimana dalam buku
ini membahas tentang hukum kisas bagi orang yang melakukan tindak pidana
pembunuhan dengan sengaja. Sebagaimana dalam buku ini membahas tentang
sanksi bagi orang yang membunuh dengan sengaja maka wajib baginya
hukum kisas. Namun dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik
tentang sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan
sengaja.
3. Zainuddin Ali, dalam bukunya Hukum Pidan Islam dimana dalam buku ini
menjelaskan tentang dasar hukum wajib kisas. Diantaranya Allah swt.,
mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakn hukum
kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan
wanita. Dan barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi
maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.
4. R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
buku ini menjelaskan tentang pasal-pasal yang mengatur tentang tindak
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pidana pembunuhan dengan sengaja. Namun dalam buku ini belum dijelaskan
secara spesifik tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.
E. Metode Penelitian
1. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research. Karya tulis ini
disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari buku-buku, kitab-
kitab, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan
dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.
2. Pendekatan penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai
berikut:
a. Pendekatan Yuridis
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan
melihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam ketentuan-ketentuan
pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain sebagaimana
diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai
Pasal 350. Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang
masih berlaku.
b. Pendekatan Syar’i
Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan
menelaah ayat al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sumber Data
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Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-
data primer dan sekunder.
a. Data Primer: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam ketentuan-
ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain
sebagaimana diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni
Pasal 338 sampai Pasal 350. Sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
b. Data Sekunder: Berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli khususnya dalam membahas tindak pidana
pembunuhan yang berdasarkan hokum pidana islam dan hukum pidana nasional
yang digunakan untuk membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan
penelitian ini dan dianggap sangat penting.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data:
1) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.
b. Analisis Data
Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis
komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan menguraikan sumber
lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandingkan
untuk diambil suatu kesimpulan. Metode analisis komparatif ini akan digunakan
14
untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan hukum pidana
Islam dan hukum pidana nasional.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang
ingin dicapai sebagai berikut:
a. Menjelaskan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan
dengan sengaja
b. Menjelaskan pandangan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana
pembunuhan dengan sengaja
c. Analisis komparatif tindak pidana pembunuhan dengan sengaja berdasarkan
pandangan hukum pidana Islam dan hukum nasional
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang
persepsi masyarakat terhadap tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan hukum
pidana Islam dan hukum pidana nasional. Adapun secara detail kegunaan tersebut
diantaranya sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam
mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu
hukum tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.
b. Kegunaan Praktis
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Dapat member masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat
untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada
relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tindak pidana
pembunuhan berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam
berbagai Aspek.
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BAB II
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA DALAM PIDANA ISLAM
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
1. Tindak Pidana Islam/delik dan Unsur-unsurnya
a. Tindak Pidana Islam
Dalam Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai
perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman
hudud, kisas-diyat, atau ta’zir. Larangan-larangan Syara’ tersebut adakalanya berupa
mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan. Kata Syara’ pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu
perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara’. Kata jinayah
dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara
terminologi kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-
Mawardi "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir". Dalam istilah lain jarimah
disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah
suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut
mengenai jiwa, harta, dan lainnya.1
Dalam hukum Islam istilah tindak pidana di kenal dengan istilah jinayat dan
jarimah. Jinayat (tindak pidana) secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata jinayah
yang artinya dosa dan kesalahan. Adapun pengertiannya menurut istilah syari’at,
adalah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi, dalam tradisi ahli fiqhi,
1 http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-jinayah-dan-jarimah.html, diakses pada
Pukul 09.00 WITA, 30 Maret 2016.
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jinayat lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa menyakiti fisik. Adapun kejahatan
terhadap harta disebut perampasan, penjambretan, pencurian, pengkhianatan dan
pengerusakan.2 Sedangkan istilah kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah
mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian jarimah secara
harfiah sama dengan pengertian jinayah, yaitu larangan-larangan syara’ (yang apabila
dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.3
Konsep jinayah dan jarimah mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat,
mengerjakan atau meninggalkan, aktif atau pasif. Oleh Karena itu, perbuatan jarimah
tidak hanya mengerjakan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai
jarimah apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus
dikerjakan. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa mahdhurat (larangan) adalah
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan.4
Kata mahdhurat artinya larangan berbuat atau dilarang mengerjakan
perbuatan atau larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam, artinya
meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.
Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan,
perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Semua itu
disebut dengan istilah jarimah kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat
perbuatan tersebut, seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah
2 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424
H/2003), h. 279.
3 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.
19.
4 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 20.
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perkosaan. Sebaliknya tidak digunakan istilah jinayah pencurian, jinayah
pembunuhan, jinayah perkosaan, dan jinayah politik.5
Kata jarimah identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau
pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran hukum. dalam
hukum positif, contoh-contoh jarimah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian,
tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah
diistilahkan dengan delik atau tindakl pidana. Dalam hukum positif dikenal istilah
perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari
bahasa Belanda, strafhaarfeit. Pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam
ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana sering dikaitkan terhadap
korupsi, dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.6
Pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan
bagi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kejahatan manusia dan tidak
ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqhi
yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan
hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqhi jinayah dan bukan
istilh fiqhi jarimah.7
Sebagai kesimpulannya, dari kedua istilah tersebut (jinayah dan jarimah)
memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis. Kedua istilah tersebut bermakna
tunggal, mempunyai arti yang sama, serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi
5 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 20.
6 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 20.
7 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 20-21.
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negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah
pembicaraan, serta dalam penerapannya.8
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam
Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqhi
jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:
1) Al-rukn al-syar’i atau unsur formil
2) Al-rukn al-madi atau unsur materiil
3) Al-rukn al-adabi atau unsur moril.9
Adapun yang dimaksud dengan al-rukn syar’i atau unsur formil ialah unsur
yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada
undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku
tindak pidana. Sedangkan al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti
melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu)
maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). Adapun yang
dimaksud dengan al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur,
atau sedang berada di bawah ancaman.10
Menurut Zainuddin Ali, didalam bukunya menjelaskan bahwa untuk
menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam,
diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:
8 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 21.
9 M. Nurul Irfan, Fiqhi Jinayah (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 2.
10 M. Nurul Irfan, Fiqhi Jinayah, h. 2-3.
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1) Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang
menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan
hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsure materiil,
yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu
yang perintahkan oleh Allah swt., (pencipta manusia).
2) Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang
secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal
ini disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh
dan berakal sehat.11
Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan
bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:
1) Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat
dibedakan yaitu:
a) Jarimah hudud
b) Jarimah kisas
c) Jarimah ta’zir
2) Dari segi unsur niat, ada dua jarimah yaitu:
a) Disengaja, dan
b) Tidak disengaja
3) Dari segi mengerjakan, ada dua jarimah yaitu:
a) Positif, dan
b) Negatif
11 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sianr Grafika, 2012), h. 22.
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4) Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu:
a) Perorangan, dan
b) Kelompok.12
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Pidana Islam
1. Jenis-jenis Pembunuhan Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam
a. Pembunuhan Sengaja
Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk
menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia
lainnya.13
Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh
orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan
karena berpisahnya roh dengan jasa korban.14
Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai
kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi
manusia. Akan tetapi, dalam hukum Islam ada pembunuhan yang diperbolehkan
karena karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman kisas,
pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri, dan
pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi, pembunuhan yang tidak
dibenarkan oleh syara’ adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah saw.,15
Allah swt., berfirman didalam QS al-Isra’/17: 33.
12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 22.
13 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 280.
14 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 273.
15 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 273.
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                    
              
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara
zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”16
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi dua. Pertama, jiwa yang
dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. Kedua, jiwa
(nyawa) yang boleh dihilangkan karena terdapat alasan untuk dilenyapkan, misalnya
kepada orang yang muhsan melakukan perzinahan, pembunuh disengaja, murtad,
pelaku hirabah, dan sejenisnya. Ketentuan itu dengan jelas dinyatakan oleh
Rasulullah saw.,“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali orang yang telah
menikah melakukan zina”17 sebagaimana Allah swt., berfirman QS al-Maidah/5: 33.
                        
                   
                     
Terjemahnya:
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal, atau
16 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.
429.
17 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 274.
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dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang
besar.”18
b. Jenis-jenis Pembunuhan Sengaja Dalam Pidana Islam
Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membagi tiga bentuk
pembunuhan, yaitu:
a) Pembunuhan sengaja (qathul amdi)
b) Pembunuhan tidak sengaja (qathlu ghairul amdi)
c) Pembunuhan seperti sengaja (qathlu syighul amdi)19
1. Pembunuhan sengaja (qathul amdi)
Pembunuhan dengan sengaja atau qathul amdi, yaitu perampasan nyawa
seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan
pembunuhannya.20 Sedangkan menurut zainuddin ali didalam bukunya menjelaskan
bahwa pembunuhan dengan sengaja Pembunuhan dengan sengaja (amd) adalah
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain
dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.21
Menurut jumhur ahli fiqhi, pembunuhan sengaja ialah pemukulan benda tajam
atau benda yang tidak tajam. Yang dimaksud dengan benda tajam adalah benda yang
bisa memotong dan menembus tubuh, seperti pedang, pisau dan serupanya.
Sedangkan benda yang tidak tajam adalah benda yang tidak diduga kuat bisa
18 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 164.
19 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 275.
20 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 275.
21 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 24.
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menghilangkan nyawa bila digunakan (untuk menghantam), seperti batu besar dan
kayu besar.22
Adapun menurut Hanafiyah, mereka mendefinisikan pembunuhan dengan
sengaja adalah memukul korban pada bagian tubuhnya yang mana saja dengan alat
yang dapat menembusnya, seperti pedang, bambu runcing dan api. Sedangkan
pembunuhan dengan benda berat (seperti batu), menurut mereka, tidak dianggap
sebagai pembunuhan dengan sengaja.23
Adapun unsur pembunuhan sengaja ada tiga:
a. Korban adalah orang yang hidup
b. Perbuatan pelaku tindak pidana mengakibatkan kematian korban
c. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban
Yang dimaksud bahwa korban masih hidup adalah ia hidup ketika terjadi
pembunuhan, sekalipun ia dalam keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada
dalam perut ibunya tidak bisa dikatakan manusia yang hidup sempurna oleh karena
itu, pembunuhan bayi dikategorikan kealam pembunuhan dalam bentuk yang khusus,
sehingga sanksinya juga berbeda.
Dalam unsur yang kedua, disyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh si
pelaku dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kematian bagi korban. Dan dalam
pembunuhan tersebut menggunakan alat atau tidak yang jelas dengan adanya
tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Sehubungan dengan unsur yang ketiga, adanya niat si pelaku untuk
menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan Imam
22 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 281.
23 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 281.
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Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian, maka
pembunuhnya tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja, meskipun ia
melakukan kejahatan terhadap korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya. Hal
ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan
sengaja.24
2. Pembunuhan tidak sengaja atau qathlu ghairul amdi
Pembunuhan tidak sengaja atau qathlu ghairul amdi, adalah suatu kesalahan
dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja,
perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak
diniati.25
Pembunuhan tidak sengaja atau khata adalah perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia. sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan
penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan
menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.26
Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa menyengaja
orang tertentu, atau tanpa ada niat untuk melakukan salah satunya, diantaranya:
1) Pelaku tidak bermaksud memukul atau membunuh. Misalnya, ia melempar
binatang buruan atau suatu target, lalu ternyata mengenai seseorang.
2) Pada saat sedang tidur, ia membalikkan tubuhnya ternyata menimpa orang
lain sehingga menyebabkan kematiannya.
24 Dzajuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Cet. 111; Jakarta:
Rajawali Pers, 2000), h. 128-129.
25 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 275-276
26 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 24.
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3) Membunuh seseorang yang diduga kafir di medan perangdan ternyata ia
muslim.
4) Memukul seseorang karena bercanda ternyata pukulan itu menyebabkan
kematiannya.27
3. Pembunuhan seperti sengaja atau qathlu syighul amdi
Mayoritas ulama’ mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut
Sayid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Kahattab, Ali
bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy’ary, dan Al-
Mughirah, pembunuhan seperti sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan
dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan
tersebut mungkin sekedar member pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk
menghilangkan nyawanya.28
Pembunuhan seperti disengaja atau qathlu syighul amdi adalah perbuatan
yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.
Sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya,
tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut
dinyatakan sebagai pembunuhan seperti disengaja atau syibhu al-amdi.29
Menurut ulama madzhab asy-Syafi’iyah, Hanbaliyah dan dua sahabat Abu
Hanifah berpendapat, pembunuhan seperti disengaja adalah seseorang memukul
orang lain secara sengaja menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mengkibatkan
kematian, seperti cambuk/ tongkat kecil, namun ternyata mengakibatkan
27 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 317-318.
28 Mustofa Hasan, Hukum Pidan Islam Fiqhi Jinayah, h. 275-276
29 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 24.
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kematiannya. Karena perbuatan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh tapi
memberikan pelajaran dan serupanya. Sedangkan menurut Abu Hanafiah
mendefinisikan, sengaja memukul orang lain dengan sesuatu yang tidak memisahkan
anggota tubuh, seperti tongkat, tangan, batu dan selainnya yang bukan senjata.30
Adapun ulama madzhab Malikiyah tidak mendefinisikannya, karena mereka
tidak mengakui jenis pembunuhan ini. Sebab, menurut mereka pembunuhan hanya
ada dua macam: pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Pendapat ini disepakati oleh
al-Laits dan Ibnu Hazm. Mereka beralasan, karena al-Qur’an menashkan bahwa
pembunuhan itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu dengan kesengajaan.31 Inilah
yang dimaksud dengan firman-Nya QS an-Nisa’/4: 93.
                   
         
Terjemahnya:
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”32
Ayat ini menjelaskan tentang pembunuhan dengan sengaja, dan adapun
pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, dijelaskan dalam QS an-Nisa’/4:
92.33
30 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 312.
31 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 313.
32 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 136.
33 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 313.
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                 
                    
               
                 
                   

Terjemahnya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”34
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa: ”Tidak layak bagi seorang mukmin
membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)”.
Akan tetapi menurut Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, pandangan mereka ini
terbantah karena pembunuhan jenis ini (yakni pembunuhan yang seperti disengaja)
telah disebutkan dalam as-Sunnah seperti yang telah dikemukakan. Faidahnya,
34 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 135-136.
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pembunuhan jenis ini disebut juga “ketidak sengajaan yang disengaja” (‘amd al-
khata’) dan “kesengajaan yang tidak disengaja” (khata’ al-‘amd).35
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
1. Sanksi Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam
Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana
Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat
ringannya hukuman termasuk kisas dan diat yang tercantum didalam al-Quran dan
hadits, hal dimaksud disebut hudud, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim
melalui putusannya yang disebut hukuman tazir. Hukum publik dalam ajaran Islam
adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan
hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah tazir. Jarimah adalah
perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai
bentuk dan batas hukumannya didalam al-Quran dan sunnah nabi Muhammad saw.,
lain halnya jarimah tazir. Jarimah tazir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada
pelakunya.
Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan pidana yang sudah
dijelaskan dalam hukum pidana Islam yang perbuatannya dilarang, maka barangsiapa
yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana. Khususnya didalam
perbuatan pidana pembunuhan sengaja dalam hukum Islam maka akan dikenakan
hukum kisas. Adapun dasar dalil pembunuhan sengaja, yakni sebagai berikut:
a. QS al-Baqarah/2: 178.
                    
35 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, h. 313.
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                       
                   
       
Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”36
Ayat di atas telah dijelaskan tentang hukum kisas. Kisas secara terminologi
yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti
tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu kisas
diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis
dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh
dibalas dengan anggota tubuh.
Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia
pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena
ia pernah menganiaya korban.37
b. QS al-Baqarah/2: 179.
                  
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43.
37 Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 4-5.
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Terjemahnya :
“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”38
Ayat ini menjelaskan bahwa jikalau kita menggunakan hukum kisas maka
akan ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Selain itu Allah memberikan akal
kepada umatnya agar kalian bertaqwa. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa aturan-
aturan hukum yang diatur dalalm undang-undang khususnya tindak pidana
pembunuhan dengan sengaja haruslah menggunakan hukum kisas karena
sebagaimana yang kita ketahui bahwa aturan-aturan hukum yang dibuat oleh manusia
itu ada benarnya dan juga ada kekeliruannya, berbeda dengan aturan-aturan hukum
yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Bijaksana, maka
sudah pastilah aturan-aturan hukum yang telah ditentukan pasti benar dan tidak
diragukan kebenarannya.
c. QS an-Nisa/4: 92.
                 
                  
              
                 
                  
38 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 44.
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   
Terjemahnya :
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”39
d. QS an-Nisa/4: 93.
                   
         
Terjemahnya :
“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”40
e. QS al-Maidah/5: 45.
                       
                      
                     
39 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.
40 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85.
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
Terjemahnya :
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak
itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim.”41
f. QS al-Maidah/5: 32.
                  
                       
                       
         
Terjemahnya :
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang
kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”42
g. QS al-Furqan/25: 68.
                   
41 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 105.
42 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103.
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                
Terjemahnya :
“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan
tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan
(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang
demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”43
h. QS al-Anam/6: 151.
               
                      
                
                   

Terjemahnya :
“Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu, Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh
anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu
dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan
dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu
supaya kamu memahami(nya).”44
Berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar hukum di atas,
dirumuskan garis hukum sebagai berikut.
43 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 330.
44 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 134.
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a) Allah swt., mewajibkan kepada orang-orang yang beriman kisas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.
b) Barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, yang memaafkan
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
c) Barangsiapa yang melampaui batas sesudah terjadi seperti poin dua, maka
baginya siksa yang sangat pedih.
d) Dalam hukuman kisas ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia yang
berakal supaya bertaqwa kepada Allah swt.
e) Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali
tidak sengaja.
f) Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja maka hendaklah ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang
diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh
bersedekah.
g) Jika si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, pada hal ia mukmin maka
hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
h) Jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan
kamu, maka si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
i) Barangsiapa yang membunuh dan tidak mampu memerdekakan hamba yang
mukmin serta membayar diat maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut
sebagai tata cara taubat kepada Allah swt.
j) Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya
adalah masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya.
k) Allah swt., telah menetapkan aturan dalam di dalam kitab Taurat bahwa jiwa
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada kisasnya.
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l) Barangsiapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi
penebus dosa baginya.
m) Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah
swt., maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
n) Allah swt., menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang
membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya.
o) Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia
telah memelihara kehidupa manusia semuanya.
p) Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan
yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya
dia dapat (pembalasan) dosa (nya).
q) Janganlah kamu mempersatukan sesuatu dengan Allah swt., berbuat baik kepada
kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan.
r) Allah swt., akan memberi rezeki kepadamu dan kepada anak-anak kamu, serta
janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak
diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa
yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang
benar.
s) Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan
salah satu dari tiga pilihan: 1. Kisas, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan
penderitaan korbannya, 2. Diyat, yaitu pembunuh harus membayar denda
sejumlah 100 ekor unta, 200 ekor sapi atau 1000 kambing, atau bentuk lain seperti
uang senilai harganya. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, 3.
Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.
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t) Pelaku pembunuhan yang tidak sengaja, pihak keluarga korban diberikan pilihan
yaitu: 1. Pelaku membayar diyat, 2. Membayar kifarah (memerdekakan budak
mukmin), 3. Jika tidak mampu maka pelakunya diberi hukuman moral, yaitu
berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai tanda taubatnya kepada Allah
swt. atas perbuatannya.45
45 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 30.
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BAB III
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA DALAM PIDANA NASIONAL
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
1. Tindak Pidana/delik dan Unsur-unsurnya
a. Tindak Pidana
Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu delictum, dalam bahasa jerman
disebut delict, dalam bahasa prancis disebut delit dan dalam bahasa belanda disebut
delict.1
Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.2
Tindak  pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang
siapa melanggar tersebut.3
Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar
feit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak adaterjemahan resmi
strafbaar feit. Andi Zainal Abidin adalah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang
tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun
alasannya sebagai berikut:
Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat
dijatuhi pidana. Sedangkan ditinjau dari segi bahasa Indonessia, tindak adalah kata
1 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.7
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1998), h. 288.
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h 58.
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benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata
sifat, misalnya kejehatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.4
Istilah Strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan
secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa
sesungguhnya harus dirumuskan feit terzake van hetwelk een person strafbaar is yang
berarti peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah kriminal
act lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan. Sedangkan
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak
pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana,
strafbaar feit, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut simons tindak
pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh
seseorang yang mampu bertanggung jawab.5
Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana
adalah:
a) Menurut Pompe “Strafbaar feit”secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu;
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
b) Van Hamel merumuskan“strafbaar feit”itu sebagai“suatu serangan atau suatu
ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
4 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) h. 96.
5 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 97.
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c) Menurut Simons,“strafbaar feit” itu sebagai suatu“tindakan melanggar hukum
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
d) Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering
juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen
positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).6
e) Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak
menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan
dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut
digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan
istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.7
Beberapa definisi lainnya pengertian tindak pidana, antara lain:
a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
b) Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan (handeling)
yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hokum, yang berhubungan
dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande
handeling van een toerekeningsvatbaar person”)
6 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 97-98.
7Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2014), h. 37.
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c) Menurut Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno,
“strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan
dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan
dilakukan dengn kesalahan.”8
Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai
kekuasaan (oleh yang berwenang)
3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana
menurut udang-undang.9
b. Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana
meliputi perbuatan manusia baik aktif maupun pasif yakni:
1) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidan oleh undang-undang
2) Perbuatan itu dianggap melawan hukum
3) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
4) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.10
8 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,
2012) h. 58.
9 Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), h. 4.
10 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 99.
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Sedangkan menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus
harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan
karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.11
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
1) Perbuatan
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3) Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran).12
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan
kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi
tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana
menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar
dipidana. Apakah In concref, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana
ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.13
Sedangkan menurut Kanter dan Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:
1) Subjek
2) Kesalahan
3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).14
11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h.57.
12 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. h.57.
13 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. h.57-58.
14 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 99.
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Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana
adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung
jawab).15
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam lahir (dunia).16
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana
adalah:
1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4) Unsur melawan hukum yang objektif
5) Unsur melawan hukum yang subjektif.17
Perlu ditekankan bahwa sekalipun dalam urusan delik tidak terdapat unsur
melawan hukum, namun jangan dikira bahwaperbuatan tersebut lalu tidak bersifat
melawan hukum. Sebagaimana ternyata di atas, perbuatan tadi sudah demikian wajar
sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Sehingga pun
demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum
pidana itu pada umumnya Menurut Doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana
15 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, h. 99.
16 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia (Makassar: Alauddin University Press,
2014), h. 197-198.
17 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 198.
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terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.18 Terhadap unsur-unsur tersebutdapat
diutarakan sebagai berikut:
1. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.19
Pada umumnya para pakar menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga, yakni:
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustijn)
c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan kemungkinan (dolus evantualis)
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:
a) Tidak berhati-hati, maka dapat menduga akibat perbuatan itu
b) Unsur objektif.20
2. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
1) Perbuatan manusia berupa:
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang
mendiamkan atau membiarkan.
18 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 198-199.
19 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 198-199.
20 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 199.
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2) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan memnghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.
3) Keadaan-keadaan (circumstances)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.21
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu
bertentangan dengan hukum, yang berkenaan dengan larangan atau perintah
melakukan sesuatu.22
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Pidana Nasional
1. Jenis-jenis Pembunuhan Sengaja Dalam Hukum Pidana Nasional
a. Pembunuhan Sengaja
Nyawa merupakan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatuhnya
roh dan jasmani, dengan menyatuhnya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa
sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan
perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Tindak
pidana terhadap nyawa di sini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau
matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat
21 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 199.
22 Rahman Syamsuddin, Mengenal Hukum Indonesia, h. 199.
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yang muncul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat
hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk
menghilangkan nyawa orang.23
Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan
adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering
disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indnesia adalah
yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang
berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan
pembunuhan.24
Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh
orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan
karena berpisahnya roh dengan jasad korban.25
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang
dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya
politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat
dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan
senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan
menggunakan bahan peledak, seperti bom.26
23 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 106.
24 http://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2012/11/pembunuhan.html, diakses pada Pukul
08.29 WITA 16 Maret 2016.
25 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayyah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),
h. 273.
26 https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan, di akses pada Pukul 08.39 WITA 16 Maret
2016.
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b. Jenis-jenis Pembunuhan Sengaja Dalam Pidana Nasional
Pembunuhan terbagi atas tiga, yaitu :
1. Membunuh dengan sengaja
2. Membunuh seperti disengaja
3. Membunuh tidak disengaja
a. Membunuh dengan sengaja
Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan
dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh
dengan sengaja apabila pembunuh tersebut :
1. Baligh (dewasa).
2. Mempunyai niat/rencana untuk membunuh.
3. Memakai alat yang mematikan.
Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban,
menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan
mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.
b. Membunuh seperti disengaja
Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja
dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan.
perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-
bermain. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan atau
dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal. Dan jika yang di
bunuh itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya dengan cara aborsi
(pengguguran). Maka masalah ini menjadi penting dibicarakan, karena kasus-kasus
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aborsi dengan cara medis (meminum obat tertentu atau suntikan) dalam kehidupan
masyarakat modern sekarang ini merupakan masalah yang cukup serius.
Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh janin dari hasil hubungan di luar
nikah. Atau kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan sah sekalipun. Aborsi
harus dipandang sebagai suatu pembunuhan yang di sengaja atau di rencanakan, dan
pelakunya layak mendapatkan sanksi hukum. Hukum Islam menjelaskan bahwa janin
memiliki hak untuk hidup. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua mahzab
memerintahkan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati bagi seorang wanita yang
hamil sampai ia melahirkan.
c. Membunuh tersalah (tidak sengaja)
Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-
mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. misalnya seseorang
melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian
meninggal.27
1. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja
a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa
Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan
dalam bentuk pokok (doodslag). Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 KUHP.
Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.
Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya,
akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa
itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian
setelah beberapa saat setelah di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan
27 https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan, diakses pada Pukul 08.39 WITA 16 Maret 2016.
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jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat
hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain,
sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak
maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain.28
b. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Perbuatan Lain.
Tindak pidana pembunuhan sengaja ini di atur dalam Pasal 338 KUHP yakni:
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,
paling lama dua puluh tahun”.29
Adapun unsur-unsur penting dalam tindak pidana ini yang perlu diperhatikan,
yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yakni, perbuatan pembunuhan biasa
(doodslag) dan perbuatan itu diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.
Sedangkan unsur subjektif yakni perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk
mempersiapkan, mempermudah, jika tertangkap dapat melepaskan diri bersama
kawan-kawan dari hukuman, menjamin barang yang didapatnya dengan melawan
hak. Perbedaan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP
adalah perbuatan yang disertai, diikuti, atau didahului dengan perbuatan lain. Adapun
maksud dari disertai,diikuti, atau didahului dengan perbuatan lain yaitu untuk
mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu.30
Istilah diikuti, disertai atau didahului, menurut Moch. Anwar, mengatakan
bahwa:
28 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 107-108.
29 Edisi Lengkap KUHP dan KUHAP (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), h. 128-129.
30 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 108-109.
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1) Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan  dengan maksud
untuk mempersiapkan agar perbuatan lain atau tindak pidana lain itu dapat
dilakukan atau mungkin dilakukan.
2) Unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti pembunuhan
dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan lain
atau tindak pidana lain.
3) Unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan
dimaksudkan agar dalam hal kepergok (tertangkap tangan), pelaku dan peserta
lainnya yang dapat dihukum dapat menghindarkan diri dari hukuman, jaminan
pelaku atau peserta lain untuk dapat memiliki barang yang diperolehnya
dengan melawan hukum.31
c. Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan
Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yakni:
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana yang terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun.”32
Unsur penting dalam dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini
adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain atau perbuatan yang
direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu perbuatan yang
dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Menurut R. Soesilo,
mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedacbte) yaitu: antara timbulnya
maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si
pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah
31 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 109.
32 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Politeia-Bogor: T.P., 1995), h. 241.
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pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu lama, yang
terpenting dalam tempo itu si pembuat “dengan tenang”masih dapat berfikir, yang
sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu
tidak digunakannya.33
d. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak
Tindak pidana pembunuhan ini dinamakan pembunuhan terhadap bayi atau
anak yang baru dilahirkan diatur dala Pasal 341 KUHP yakni:
“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat
anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa
anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.”34
Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana
pembunuhan ini adalah:
1) Unsur objektif, yakni seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya
sendiri pada saat ia melahirkan anaknya, atau tidak antara lama setelah ia
melahirkan, unsur penting yang dilakukan berdasarkan suatu alasan (motif),
yaitu si ibu didorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia melahirkan
seorang anak.
2) Unsur subjektif, perbuatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.35
Dari rumusan dalam Pasal 341 KUHP tersebut, terdiri dari perbuatan seorang
ibu yang melahirkan, baik dalam status perkawinan yang sah maupun dari hasil
perselingkuhan atau belum kawin. Merampas nyawa anak harus dibuktikan bahwa
33 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 110.
34 Edisi Lengkap KUHP dan KUHAP, h. 129.
35 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 111.
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nyawa anak itu ketika dilahirkan masih hidup. Maka perbuatan dari seorang ibu yang
menghilangkan nyawa anak tersebut dikenakan dalam Pasal 341 KUHP.
Factor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan
sengaja dan tidak direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa anak yang baru
dilahirkan, atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Factor-faktor itu sebagai
berikut:
1) Dari factor “psikis”, yaitu adanya diliputi perasaan takut yang mendalam akan
ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, perbuatan itu dilakukan oleh
seorang ibu itu tidak menghendaki anak itu hidup, anak yang dilahirkan itu
tanpa ayah atau ayah dari anak itu tidak bertanggung jawab.
2) Dari factor “waktu”, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu unutk
menghilangkan terhadap nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak
seberapa lama anak itu dilahirkan. Sehingga timbul niat untuk menghilangkan
nyawa anak itu karena merupakan aib yang sangat memalukan.
3) Dari factor “ekonomi”, seorang ibu yang melakukan perbuatan
menghilangkan nyawa anak itu, karena dipengaruhi tingkat ekonominya yang
memprihatinkan atau tidak mampu. Jika anak itu lahir ada kekhawatiran tidak
mampuunutk membiyai hidup anak itu, sementara unutk memenuhi kebutuhan
kehidupan dirinya sehari-hari saja pun tidak mampu.36
e. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak yang Direncanakan
36 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 111-112.
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Tindak pidana pembunuhan terhadap anak ini adalah suatu perbuatan yang
disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak yang baru dilahirkan atau
tidak beberapa lama anak itu dilahirkan. Niat atau kehendak itu timbul karena takut
ketahuan jika ia akan melahirkan anak. Istilah kejahatan ini dinamakan pembunuhan
anak yang direncanakan terlebih dahulu atau dinamakan (kindermoord).37 Kejahatan
ini diatur dalam Pasal 342 KUHP yakni:
“Seorang ibu yang melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan
ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak saat anak dilahirkan
atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena
melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana paling
lama sembilan tahun.”38
Perbedaan yang patut diketahui dalam tindak pidana pembunuhan yang
direncanakan terlebih dahulu (moord) yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP,
dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang direncanakan terlebih dahulu
(kindermoord) yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHP, yaitu“Terletak pada proses
pembentukan kehendak atau niatnya”. Jika dalam Pasal 340 KUHP yaitu, proses
pembentukan kehendak atau niatnya itu timbul atau diputuskan dengan direncanakan
terlebih dahulu, proses dan kehendak atau niat itu diputuskan dalam keadaan suasana
tenang. Tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain sudah dikehendaki atau niat
yang diambil sudah jauh-jauh direncanakan dan dipersiapkan dalam berfikir yang
tenang dan jernih. Sedangkan dalam Pasal 342 KUHP yaitu, proses pembentukan
kehendak atau niatnya itu timbul atau diputuskan dengan direncanakan terlebih
dahulu, proses dan kehendak atau niat itu diputuskan dalam keadaan suasana
perasaan takut atau dengan kondisi was-was akan diketahui oleh orang lain.39
37 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 112.
38 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 242.
39 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 113.
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f. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Anak
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yakni:
“Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.”40
Dalam Pasal ini yang terpenting sebagai berikut:
1) Orang yang turut serta (mededader) dan membantu melakukan (medeplicthig)
pada pembunuhan anak tersebut dalam Pasal 341 dan 342 dihukum menurut
peraturan tentang turut serta dan membantu melakukan kejahatan
pembunuhan dalam Pasal 338 (doodslag) dan pasal 340 (moord).
2) Tentang turut serta dapat diperlakukan dalam Pasal 55 KUHP, sedang
membantu melakukan Pasal 56 KUHP.41
g. Tindak Pidana Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 344 KUHP. Istilah pembunuhan jenis ini
dikenal dengan euthanasia atau mercy killing. Euthanasia dalam perkembangan
dewasa ini merupakan persoalan yang sangat menarik banyak orang, baik dari sisi
medis maupun sisi konsep hukum terutama Negara-negara berkembang khususnya di
Indonesia. Terjadinya debatable atas konsep euthanasia ini terkait legalitasnya.
Euthanasia dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.
Euthanasia secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yakni
permintaan pasien pada dokter.
Adapun Pasal-pasal yang diterapkan berkaitan dengan euthanasia adalah
pasal mengenarapkan ati pembunuhan, yakni Pasal 338,340,344, dan 345 KUHP.
40 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 243.
41 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 114.
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Terdapatnya asas lex specialis de rogat legi generally dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP,
memungkinkan dokter sebagai pelaku euthanasia dijerat dengan Pasal 344 KUHP,
yang didalamnya harus terpenuhi unsur atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan
dengan kesungguhan hati. Bilamana unsur ini mendatangkan kesulitan bagi jaksa
untuk membuktikan perbuatannnya, maka alternatif hukum yang diterapkan atas
perbuatan tersebut dengan menggunakan Pasal 338 KUHP sebagai pasal umum yang
mengatur tentang perbuatan pembunuhan biasa, yang unsure-unsurnya hanyalah
terjadinya kematian seorang lain akibat perbuatannya.42
h. Tindak Pidana Menghasut Untuk Bunuh Diri
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yakni:
“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau
orang itu jadi bunuh diri.43
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam jenis tindak pidana ini, adalah:
1. Unsur objektif:
a) Membujuk orang lain unutk bunuh diri
b) Menolong orang lain untuk bunuh diri
c) Memberi bantuan untuk bunuh diri
d) Perbuatan bunuh diri telah terlaksana
2. Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal ini, R. Soesilo menjelaskan di dalam
kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni:
42 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 115-116.
43 Edisi Lengkap KUHP dan KUHAP, h. 130
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a) Orang bunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja
menghasut, menolong dan sebagainya, orang lain untuk bunuh diri, dapat
dikenakan pasal ini, asal orang itu betul-betul bunuh diri (mati), jika tidak, atau
betul bunuh diri tapi tidak mati (percobaan), orang yang menghasut dan
sebagainya itu tidak dapat dihukum.
b) Penjual obat yang menjual obat atau orang yang memberikan tali kepada orang
dengan tidak mengetahui, bahwa orang itu akan bunuh diri, tidak akan dikenakan
pasal ini, karena pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.44
Menghasut atau mendorong orang lain untuk bunuh diri, adalah melakukan
perbuatan dengan cara-cara apapun dan dalam bentuk apapun terhadap orang lain
yang sifatnya mempengaruhi kehendak orang agar pada diri orang itu terbentuk
kehendak (keinginan) sesuai yang diinginkan.
Oleh karena itu, kehendak itu terbentuk untuk berbuat sesuatu pada diri orang
lain itu merupakan suatu tujuan dari orang yang mendorong, sehingga dengan
demikian dengan mendorong adalah merupakan kehendak sedangkan member sarana
kepada orang lain untuk bunuh diri adalah member sarana untuk mempermudah
dalam pelaksanaan seseorang bunuh diri.45
i. Tindak Pidana Terhadap Gugurnya Kandungan
Jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 346 KUHP, yakni:
“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya
atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.”46
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini antara lain:
44 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 243.
45 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 117.
46 Edisi Lengkap KUHP dan KUHAP, h. 130.
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1. Unsur objektif:
a) Seorang perempuan
b) Menyebabkan gugur kandungannya atau mati kandungannya
c) Menyuruh orang lain untuk menyebabkan gugur kandungannya atau
d) Orang lain untuk mematikan kandungannya sendiri.
2. Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.47
Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) R. Soesilo menjelaskan
tentang pasal ini bahwa:
a) Perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau
suruhan orang lain untuk itu, dikenakan pasal ini. Orang yang sengaja
menggugurkan atau membunuh atau membunuh kandungan seorang perempuan
dengan tidak izin perempuan itu dihukum menurut pasal 347, apabila dilakukan
dengan izin perempuan itu, dikenakan Pasal 348.
b) Cara mengugurkan atau membunuh kandungan itu, baik dengan obat yang
diminum, maupun dengan alat-alat yang dimaksudkan melalui anggota kemaluan.
Menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak
dihukum orang yang membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya hamil
(Malthusianis).
c) Jika seorang tabib, bidan atau ahli obat membantu kejahatan dalam Pasal 346
berbuat atau membantu salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan Pasal 348, maka
bagi mereka hukumannya ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari
jabatannya (Pasal 349). 48
47 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 117.
48 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 243.
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j. Tindak Pidana Terhadap Gugurnya Kandungan Tanpa Izin
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yakni:
“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun. Dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”49
Adapun unsur-nsur dalam rumusan pasal tersebut dapat diperinci sebagai
berikut:
1. Unsur objektif
a. Menyebabkan gugur kandungan seorang perempuan
b. Menyebabkan mati kandungan seorang perempuan dan
c. Tanpa persetujuan atau izin dari perempuan itu.
2. Unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
Dalam rumusan Pasal 347 KUHP, istilah tanpa sepengetahuannya dapat
diartikan adanya persetujuan karena, paksaan, jadi tanpa persetujuan dalam konteks
Pasal 347 juga dapat terjadi dalam hal timbulnya persetujuan itu karena adanya
paksaan baik secara kekerasan maupun ancaman kekerasan.
Perlu untuk diketahui dalam rumusan Pasal 347 KUHP dalam tindak pidana
menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan, ini ancaman hukuman lebih
berat. Berdasarkan Pasal 347 KUHP tersebut ancaman pidana yaitu dua belas tahun
penjara, dalam hal menggugurkan atau mematikan kandungan tanpa persetujuan dari
perempuan itu. Bahkan apabila perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan
tersebut berakibat mati pada perempuan yang mengandung, maka ancaman hukuman
maksimum lima tahun penjara.50
49 Edisi Lengkap KUHP dan KUHAP, h. 130.
50 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 119-120.
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k. Tindak Pidana Gugurnya Kandungan Atas Izin Perempuan
Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 348 KUHP yakni:
“Barang siapa dengan sengaja mematikan atau menggugurkan kandungan
seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulan. Dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya
wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”51
Adapun unsur-nsur dalam rumusan pasal tersebut diperinci sebagai berikut:
1. Unsur objektif, yang terdiri dari:
a. Menggugurkan kandungan seorang perempuan
b. Mematikan kandungan seorang perempuan
c. Perbuatan itu dilakukan atas persetujuan perempuan itu.
2. Unsur subjektif, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
Apabila dicermati terdapat perbedaan yang sangat esensial antar kedua tindak
pidana tersebut dengan ancaman yang berbeda, jika dalam Pasal 347 KUHP ancaman
hukumannya lebih berat dibandingkan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal
348 KUHP. Hal ini karena menggugurkan atau matinya kandungan seorang
perempuan itu atas persetujuan atau atas kehendak dari seorang perempuan yang
mengandung merupakan unsur yang meringankan.52
a. Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Tabib
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 349 KUHP yakni:
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat amembantu melakukan kejahatan
berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah
satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana
yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat
dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”53
51 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 244.
52 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 120-121.
53 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 244.
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Dalam tindak pidana pasal ini ancaman hukuman tidak dapat dikenakan
kepada setiap orang. Karena pelaku dalam tindak pidana ini telah ditentukan dalam
Pasal 349 KUHP, yaitu pelakunya haruslah seorang tabib, dukun beranak atau
bidan/atau jual obat. Adapun unsur-unsur yang dirumuskan dan dilarang dalam
ketentuan dalam Pasal 349 KUHP ini unsure objektif, yaitu:
1) Seorang tabib, dukun beranak atau bidan/atau penjual obat yang membantu
melakukan kejahatan dalam Pasal 346 KUHP.
2) Seorang tabib, dukun beranak atau bidan penjual obat yang melakukan
kejahatan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP.
3) Seorang tabib, dukun beranak atau bidan penjual obat yang membantu
melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP.
Dalam Pasal 349 KUHP ini ancaman pidana lebih berat karena pelaku dari
perbuatan ini dikhususkan pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti
seorang tabib, dukun beranak atau bidan, dokter atau penjual obat yang memiliki
suatu keahlian di bidangnya, hal ini merupakan syarat sebagai pemberat ancaman
hukuman yang dijatuhkan.54
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
1. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Nasional
Suatu tindak pidana yang sudah jelas oleh undang-undang perbuatannya
dilarang, bagi siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana.
Pembunuhan dalam konteks hukum pidana nasional, dikatagorikan atas pembunuhan
54 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 120.
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yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan
karena kealpaan atau kelalaian.
Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan
membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan
menghilangkan  nyawa orang lain. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang
kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX,
yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.55
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang
meninggal dunia.56 Sedangkan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam kitab
shahih fiqhi sunnahnya. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia
untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia
lainnya.57
Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang,
yaitu tingkah laku yang melanggar dari aturan-aturan pengertian normative atau dari
harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk
mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah
pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan kepada
pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi
55 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), h. 29.
56 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.
57 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424
H/2003), h. 280.
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penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk
kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.58
Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa
hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana terdiri dari:
a. Hukuman Pokok (hoofdstraffen).
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Pidana tutupan (berdasarkan undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita
Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)
b. Hukuman Tambahan (bijkomende straffen)
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana
sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi
berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam
pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk
menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan
terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.59
58 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.
59 Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, h. 47.
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Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX
buku II adalah sebagai berikut:
a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjaraselama-lamanya lima belas
tahun.
b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur
hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur
hidup atau atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun.
e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman
penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam
dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku
penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
h. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun.
i. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung,
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan jika
perempuan itu mati, diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
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j. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan dan jika
perempuan itu mati, diancam hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.60
60 http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1,
diakses pada Pukul 21.15 WITA 03 April 2016.
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BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA DALAM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL
A. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Pidana Islam
1. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan
merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian
fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah.
Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan
mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu
dimaksudkan untuk membunuha ataw tidak. Sedangkan pembunuhan pembunuhan
kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai
niat penganiayaan.1
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang
meninggal dunia.2 Menurut Abu Malik Kamal, dalam kitab shahih fiqh sunnahnya.
Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan
nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya.3 Sedangkan
Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan adalah suatu perampasan atau penghilangan
1 Dzajuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Cet. 111; Jakarta:
Rajawali Pers, 2000), h. 121.
2 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.
3 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424
H/2003), h. 280.
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nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh
fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasa korban.4
Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap
seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini
berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam
hal alat yang digunakan, al-Qur’an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja
dengan dalil yang tegas5, misalnya QS al-Isra’/17: 33.
               
         
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan.”6
Dari ayat tersebut Allah swt., melarang perbuatan membunuh, ini ditegaskan
dengan kata “walaa taqtulunnafs” yang mengandung arti larangan terhadap siapapun
untuk menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan. Selanjutnya terdapat kata
“illaa bilhaq” yang mempunyai arti kecuali dengan cara yang haq (yang
dibenarkan). Dari makna pelanggalan ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman
bahwa pembunuhan itu ada dua bentuknya, yaitu pembunuhan yang dibenarkan (al-
4 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.
273.
5 Hamzah Hasan, hukum Pidana Islam I (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press,
2014), h. 110.
6 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.
429.
67
Qatl bi al-Haq) adalah bentuk pembunuhan yang diperintahkan Allah, oleh sebab itu,
pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang
dilakukan dalam peperangan dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan
eksekusi oleh algojo atas suatu tindak pidana. Sedangkan pembunuhan yang tidak
dibenarkan (qatl ghair al-Haq) adalah bentuk pembunuhan yang dilarang Allah dan
termasuk dosa besar. Pelakunya mendapat hukuman tertentu baik di dunia maupun di
akhirat.7
Kemudian dijelaskan dalam QS al-Maidah/5: 32.
                
                        
               
       
Terjemahnya:
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang
kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”8
Muhammad Abduh menafsirkan ayat di atas yakni, pembunuhan merupakan
kemestian bagi kaum yahudi dan diyat bagi kaum nasrani dan al-Qur’an mengambil
7 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers,
2008), h, 425-426.
8 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 113.
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jalan tengah dengan menggunakan hukum kisas jika wali si terbunuh
menghendakinya dan ia dapat menerima ganti rugi jika ia memaafkan. Hukum ini
bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah
memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia
seluruhnya, karena setiap orang itu adalah anggota masyarakat dan karena
membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.9
Pembunuhan sengaja ada tiga bentuknya:
1. Memukul dengan alat yang biasanya dapat membunuh seseorang.
Misalnya pedang, pisau tajam, pistol, granat, dan sesuatu yang bisa
digunakan untuk membunuh. Atau memukul orang dengan benda berat
dan besar yang dapat mengakibatkan terbunuhnya orang. Seperti benda-
benda dari besi atau kayu yang besar. Pembunuhan semacam ini
merupakan jenis pembunuhan yang disengaja, dan dikenai hukuman
pembunuhan yang disengaja.
2. Membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh,
akan tetapi ada indikasi yang lain yang umumnya bisa menyebabkan
terbunuhnya seseorang. Seperti tongkat yang didalamnya ada besi berat
atau dikepalanya ada paku yang besar. Atau memukulnya berulang-ulang
yang biasanya dapat membunuh seseorang. Seperti dengan batu yang
dilempar berulang-ulang, yang umumnya bisa membunuh seseorang, atau
batu yang pinggirnya dibuat lancip seperti pisau. Semuanya dianggap
bagian dari jenis pembunuhan sengaja.
9 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1970), h. 279.
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3. Memperlakukan seseorang dengan suatu perbuatan yang biasanya
perbuatan itu dapat membunuh seseorang, seperti mencekik lehernya,
menggantung lehernya dengan tali, atau melemparkan seseorang dari
tempat yang tinggi, seperti dari puncak gunung, bangunan-bangunan yang
tinggi, dilempar dari pesawat terbang, bisa juga dilempar dari mobil yang
melaju dengan cepat, atau menenggelamkan seseorang kedalam lautan,
melempar seseorang kedalam api, perlakuan tersebut bisa bisa juga
dengan cara memenjarakan seseorang di suatu tempat dan tidak diberi
makan dan minum, hingga batas waktu yang seseorang tidak mungkin
bisa bertahan, yang akhirnya menyebabkan ia meninggal dan lain
sebagainya.10
B. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Pidana Nasional
1. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
Nyawa merupakan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatuhnya
rohani dan jasmani, dengan menyatuhnya rohani dan jasmani terdapat jiwa, dengan
jiwa sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan
perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Tindak
pidana terhadap nyawa disini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau
matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat
yang muncul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat
hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk
menghilangkan nyawa orang.11
10 Hamzah Hasan, hukum Pidana Islam I, h. 114.
11Ismu Gunadi, Cepa dan Mudah Memaham Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2014), h. 106.
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Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh
orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota
badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.12
Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana
pembunuhan dalam bentuk pokok (doodslag). Tindak pidana ini diatur dalam pasal
338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu perbuatan itu dilakukan
dengan sengaja. Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak
dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa
seseorang. Hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera tetapi
dapat timbul kemudian setelah beberapa saat setelah di rumah sakit. Untuk dapat
dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat
menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang
mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan
sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa
orang lain.13
Tindak pidana pembunuhan sengaja dianggap sebagai delik material bila
delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang
dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan
terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal,
yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.
12 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayyah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),
h. 273.
13 Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. h. 107-108.
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Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat
berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan
yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.
Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan
melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan,
tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:
Pertama, Pembunuhan Biasa. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338
KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (doodslag in zijn grondvorm),
yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.
Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi
atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini
disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan
sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.
Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan
biasa adalah sebagai berikut :
1. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (Doodslag)
artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus
timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam
Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan
terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah
suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang
terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (Met voorbedachte rade).
2. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur
obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur
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ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki,
dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun
harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan
nyawa orang lain.
Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari
si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal,
meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga
pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka
undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa
seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh
dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai
hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga,
melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena
orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat
dipertanggung jawabkan.
Kedua, Pembunuhan Dengan Pemberatan (Gequalificeerde Doodslag) Hal ini
diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang
dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap
tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman,
atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada
dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”
Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau
didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (gevold) dimaksudkan diikuti kejahatan lain.
Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.
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Ketiga, Pembunuhan Berencana (Moord)
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan
berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan
terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-
unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya
suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340
KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada
pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan
pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi
pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi
dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain
diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga
dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua
puluh tahun.
Keempat, Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan
tegas oleh korban sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas
permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh/ nyata (ernstig). Tidak
cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan
Pasal 344 KUHP.14
14 http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html, diakses pada
Pukul 17.45 WITA 5 Desember 2016.
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C. Analisis Perbandingan Tindak Pidana Islam Dan Tindak Pidana Nasional
Tentang Pembunuhan Dengan Sengaja
Istilah perbandingan hukum (Comparative Law) atau perbandingan hukum
yang merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh
pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan atau
Comparative adalah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan
dapat dikatakan sebagai teknik, disiplin, dan metode dimana nilai-nilai kehidupan
manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.15
1. Persamaan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
Pada dasarnya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan hukum
pidana nasional adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi
kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana Islam dan hukum
pidana nasional adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan
masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak
mengulangi kesalahan yang sama.
Persamaan selanjutnya adalah hukum pidana Islam dan hukum pidana
nasional sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan
terhadap nyawa atau yang dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan.
Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali dari
mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya. Begitu
juga hukum pidana nasional. Dalam kita Undang-undang hukum pidana Bab XIX
15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 184.
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tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, di dalam Pasal tersebut terdapat 13 Pasal yaitu
mulai Pasal 338 sampai Pasal 350 yang membahas mengenai kejahatan ini dan lebih
khusus lagi dalam Pasal tersebut lebih mengatur tentang tindak pembunuhan sengaja.
Dibawah ini, analisis tindak pidana pembunuhan sengaja antara hukum
pidana Islam dan hukum pidana nasional:
1. Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan hukum pidana
nasional adalah:
a. Sama-sama memberikan pengertian atau penjelasan dengan tujuan yang sama,
yaitu supaya seseorang berperilaku dengan baik dan benar.
b. Sama-sama memberikan penjelasan supaya kesadaran seseorang tetap terjaga.
c. Sama-sama membahas secara rinci mulai dari adanya bentuk-bentuk tindak
pidana pembunuhan, sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-tiap tindak pidana
pembunuhan.
2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum
pidana Islam dan hukum pidana nasional adalah:
a. Sama-sama menjelaskan macam-macam atau bentuk-bentuk dalam tindak pidana
pembunuhan, baik dalam prespektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana
nasional.
3. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan
menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional adalah:
a. Adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam
dan hukum pidana nasional adalah sama-sama bertujuan sebagai norma hukum
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dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-
aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelehkan setiap tingkah laku. 16
b. Dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional menganut hukuman
mati atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, terlebih dahulu dengan
tujuan untuk membunuh, namun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman.
2. Perbedaan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja
Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, antara lain
dalam tinjauan umum dari tindak pidana pembunuhan sengaja. Didalam hukum
pidana Islam, tidak hanya mengatur semua tatanan dalam kehidupan, tetapi sistem
hukum Islam bersifat universal yang mengatur semua tatanan kehidupan manusia di
dunia ini. Khususnya dalam tindak pidana pembunuhan sengaja, karena dalam tindak
pidana pembunuhan, Allah menjaminkan kelangsungan hidup bagi umatnya yang
melakukan hukum kisas. Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan manusia yang
dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan, baik pelanggaran terhadap seseorang
secara fisik maupun nonfisik, seperti membunuh, menuduh atau menfitnah, ataupun
kejahatan terhadap harta benda lainnya, yang dalam sistem hukum pidana Islam ini
dibahas dan diatur dalam hukum jianayah. Sedangkan dalam hukum pidana nasional,
aturan hukum didalamnya juga mengatur kehidupan manusia tetapi belum bisa
sepenuhnya bisa menjamin untuk mengurangi ataupun meniadakan setiap perbuatan
pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan sengaja.
16 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, h. 191.
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Adapun perbedaan mendasar hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional
tentang tindak pidana pembunuhan sengaja:
a. Sumber hukum Islam murni berasal dari wahyu Tuhan yang terjadi
kemurniannya sebagai firman dari Tuhan yang sudah tidak diragukan lagi
kebenaran dan keadilannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hanya
Tuhanlah yang Maha Mengetahui dan Maha bijaksana. Sedangkan, sumber
hukum pidana nasional adalah murni buatan manusia atau berasal dari akal dan
rasio manusia yang kebenaran dan keadilannya belum bisa dijaminkan
sepenuhnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia letaknya kesalahan
atau kekhilafan.
b. Dalam pemberian sanksi dalam tindak pidana pembunuhan sengaja, dalam
hukum pidana Islam, penuntutan dari keluarga korban sebagai dasar untuk
memutuskan apakah pelaku pidana pembunuhan dikenakan hukuman mati atau
dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana pembunuhan
dan hukuman gantinya adalah diat. Pelaku pidana pembunuhan menebus
kesalahannya dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, atau
dengan hukuman tazir yaitu hakim bebas untuk memilih hukuman mana tetap
dan membawa kemaslahatan. Apabila semua hukuman itu tidak disanggupi maka
dengan pemberian maaf dari keluarga korban pelaku tindak pidana dibebaskan
dari segala tuntutan hukuman pidana. Sedangkan dalam hukum pidana nasional,
hukuman mati atau seumur hidup atau dua puluh tahun penjara terhadap pelaku
pidana pembunuhan diputuskan oleh hakim dengan didasarkan bukti-bukti
materil dan keyakinan hakim. Dalam hukum pidana nasional walaupun pelaku
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tindak pidana pembunuhan telah dimaafkan oleh keluarga korban tetap
diteruskan proses pemidanaan dan pelaku pidana tetap dihukum.
c. Tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum Islam, hukuman utamanya
adalah kisas atau balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya, namun
dalam satu syarat wajib kisas mengatakan bahwa orang tua tidak boleh dihukum
dengan sebab membunuh anaknya, jadi hukuman dalam tindak pembunuhan anak
oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam ini tidak dihukum. Jika
dibandingkan dengan hukum pidana nasional, upaya penerapan hukuman
terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, maka akan
dikenakan sanksi pidana selama lima belas tahun penjara.
Adapun hal yang menarik yang dikutip dari ahli hukum terkemuka, yaitu
Yusuf Qardhawi menjelaskan:
“Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah
akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang
membersihkan hati, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang
mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan.”17
17 Syahrul Anwar, Perbandingan Sistem Hukum Pidana (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016),
h. 224.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah diuraikan masalah yang terdapat dalam penulisan ini, maka diperoleh
beberapa kesimpulan:
1. Dalam hukum pidana Islam, setiap orang yang melakukan tindak pidana
pembunuhan sengaja maka akan dikenakan hukum kisas, kecuali orang tua
yang membunuh anaknya maka tidak dikenakan pidana kisas namun
dikenakan pidana ta’zir yang berdasarkan putusan hakim.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja maka akan
dikenakan hukuman mati tanpa terkecuali sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.
3. Dalam pemberian sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja, dalam hukum
pidana Islam, penuntutan dari keluarga korban sebagai dasar untuk
memutuskan apakah pelaku pidana pembunuhan dikenakan hukuman mati
atau dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana
pembunuhan dan hukuman gantinya adalah diat. Sedangkan dalam hukum
pidana nasional walaupun pelaku tindak pidana pembunuhan telah dimaafkan
oleh keluarga korban, maka tetap diteruskan proses pemidanaan dan pelaku
pidana tetap dihukum berdasarkan putusan hakim.
B. Implikasi Penilitian
Dalam kasus pembunuhan sengaja, sangat diharapkan kepada para pakar ahli
hukum, pemerintah, serta badan hukum. Sekiranya untuk mengambil benang
merahnya dari hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum
pidana nasional terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja, sehingga aturan hukum
yang diterapkan di Indonesia akan lebih efektif lagi dalam mengurangi serta
meniadakan kasus pembunuhan sengaja. Sehingga terciptalah suasana ketentraman
dan kenyamanan setiap warga Negara Indonesia.
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